LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 5 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkaddfeatan Asli Daerah dan
peningkatan mutu pelayanan pemanfaatan dalam peaatanf
fasilitas pasar, maka perlu dipungut dan diaturiBesi Pasar ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanakslich huruf
a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturanabge

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 138itahg Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Républi
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 3209) ;

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakabDae
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik nadia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rlepub
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah ateng
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygdeagn

Negara yang Bersih dan Bebas r KEN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199&dt 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@fit 3;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembamtuk

Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesiauima
2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4120) ;

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembmmtuk

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kkepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemlkeéanta

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang N&mor
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeriatejg&hti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemkeanta
Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Rkpub
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaegafd
Republik Indonesia Nomor 4548) ;

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinamang

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahalDae
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Mdt#6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noi3®48 )

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi aebag
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indoneataui
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952 ) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentamgbBRs

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahudl 20



Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 4039 ) ;

9. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peraridkatah
Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahud320
Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peramarah
Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerata Ko
Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14 ) ;

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU
dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS

PELAYANAN PASAR

Menetapkan

BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Bau-Bau.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau.

Walikota adalah Walikota Bau-Bau.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan DaeratBKotBau.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan D&etahBau-Bau.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertebitiathg retribusi daerah sesuai
dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

Pasar adalah Tempat yang diberi batas tertentu teairi atas halaman /
pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kiobe@atak lainnya yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan eid&gang.

ogahkwbhE

~

8. Kios adalah Bangunan dipasar yang beratap danatiigs satu dengan yang
lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantanga@ dengan langit-langit
yang dipergunakan untuk usaha jualan.

9. Pelataran adalah Tempat Dagang yang memanjangdéknbieratap serta tidak
dibatasi oleh dinding (terbuka) dan diisi oleh lrapa orang pedagang.

10.Ruang Dagang adalah Bagian dari bangunan pasar \laai§ terbuka yang
dipergunakan untuk berdagang.

11.Pedagang adalah Tiap orang atau badan hukum yarnakuken kegiatan
menawarkan barang atau jasa.

12.Pedagang tetap adalah Pedagang yang melakukartakegiecara tetap dalam
ruang dagang.

13.Pedagang tidak
ruang dagang.

14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retritagalah Pungutan Daerah
sebagai Pembayaran atas Jasa atau pemberian rtémtue yang khusus
disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah dbaentuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

15. Surat Pemberitahuan Rertribusi Daerah yang setgrgutisingkat SPRD adalah
Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk apefkan perhitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut pexatratribusi.

16.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa geggliakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingankéamanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

17.Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribadalah pembayaran atas
penyediaan fasilitas pasar tradisonal / pelatdosngdan atau kios yang dikelolah
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untukgpadaidak termasuk yang
dikelola oleh Perusahaan Daerah ( PD) Pasar.

18..ajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badangyamenurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi daerah diwajibkankuntalakukan pembayaran
retribusi daerah.

19.Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yangipakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayaaailifas pasar.

20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutigiagkat SKRD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retrjlaung) terutang.

tetap adalah Pedagang yang tidak pengumakan



21.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnymghkat SKRD adalah Surat
untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi adhtnasi berupa bunga atau
denda.

22.Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalamér Wajib Retribusi
yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiapbwatribusi.

23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Habis Bggag selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumialebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribelsih daripada retribusi yang
terutang atau tidak seharusnya terutang.

24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yselgnjutnya disingkat
SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan mgsaetribusi daerah
yang terutang.

25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tamnbayang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang mirkam tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

26.Pembayaran Retribusi Daerah adalah Besarnya kewaybng harus dipenuhi
oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRDKesa Daerah atau
ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yelad ditentukan.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungubustratas jasa pelayanan

penyediaan fasilitas Pasar.
Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah Pelayanan penyediaan fsilgasar oleh Pemerintah
Daerah berupa halaman / pelataran, Los dan /ataudkin khusus disediakan oleh
pedagang.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah Pelayanaryétkaan fasilitas pasar yang
dimiliki dan atau dikelola olah pihak swasta mauperusahaan daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah Orang pribadi atau badary yaenggunakan pelayanan
penyediaan fasilitas pasar.

BAB Il1
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 5
Retribusi Pasar digolongkan sebagai retribusi yasam.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas fempat dan kelas pasar yang
digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur daarrya tarif retribusi
dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraarygugaan pelayanan
fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampueyarakat dan aspek
keadilan.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meljpaya administrasi, biaya
perawatan dan pemeliharaan, biaya kebersihan.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis feeslyang terdiri atas halaman /
pelataran, los atau kios, luas lokasi dan jangkawvaemakaian.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada AyatitEtapkan sebagai berikut



A. SEWA BULANAN
[ll. PASAR KECAMATAN / PASAR DESA

l. KIOS
a. PERMANENT
a. PERMANENT 15 x 2 X 50 x 30 = 4500
1,5 x 2 X 90 x 30 = 8.100 2 x 2 X 50 x 30 = 6.000
2 x 3 X %0 x 30 = 16.200 3 x 3 X 50 x 30 = 1350
2.5 x 3 X %0 x 30 = 20.250 3.5 x 3 X 50 x 30 = 15.750
3 X 3 X 90 X 30 = 24.300
3.5 x 3 X 90 x 30 = 28.350
B. SEWA HARIAN PASAR KELAS |
b. SEMI PERMANENT I . = 300
1,5 X 2 X 80 X 30 = 7.200 Il. — 200
2 x 2 X 80 x 30 = 9.600
2 x 3 X 80 x 30 = 14.400 SEWA HARIAN PASAR KECAMATAN / DESA = @
2.5 x 3 X 80 x 30 = 18.000
3 x 3 X 80 x 30 = 21.600 BAB VII
3.5 3 X 80 30 =
X X 25.200 WILAYAH PEMUNGUTAN
Il. LOS Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daetampat penyediaan pelayanan
a. PERMANENT fasilitas pasar yang diberikan.
1,5 x 2 X 70 x 30 = 6.300
2 X 2 X 70 x 30 = 8400
2 x 3 X 70 x 30 = 12.600 BAB VIII
2.5 x 3 X 70 x 30 = 15750
3 X 3 X 70 x 30 = 18.900 MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
3.5 x 3 X 70 x 30 = 22.050
Pasal 10
b. SEMI PERMANENT Masa Retribusi adalah Jangka Waktu yang lamanysatl)( bulan atau ditetapkan
15 y ) % 60 « 30 - 5400 lain oleh Walikota.
2 x 2 X 60 X 30 = 7.200
2 x 3 X 60 X 30 = 10.800 Pasal 11
2.5 x 3 X 60 X 30 = 13.500 o , _
3 X 3 X 60 X 30 = 11.200 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetagka®KRD atau dokumen lain yang
35 x 3 X 60 X 30 = 18.900 dipersamakan.



(1)
(2)

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKR&u atokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X

SANKS|I ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membaar tepat paslaktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupaalseflesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau tgirdibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

(1)
(2)

®3)

(1)

(@)

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14
Pembayaran retribusi yang terutang harus diluresiligus.
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambattydlima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipemean, SKRDKBT dan
STRD.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayairdousi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIlI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumienyiang dipersamakan,
SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yangyeteabkan jumlah
retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribuapalt ditagih melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan asagkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(1)
(@)
()

(4)

(5)

(1)

(2) Keputusan atas keberatan dapat berupa meneeimaihnya

®3)

(1)
(1)

BAB XIlI
KEBERATAN

Pasal 16

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanypad® Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lamgydipersamakan.
Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan k&stapan retribusi, wajib
retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaragtdean retribusi tersebut.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paénta 2 (dua) bulan sejak
tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakaiRCKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribudapat menunjukan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadhlaiar kekuasaannya.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiaianaksud pada ayat
(2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatsehingga tidak
dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membsstaibusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 ($diulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi Keputusan atasr&&in yang diajukan.

atau
sebagian, menolak dan atau menambah besarnyaisetrdng terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud padd (1), telah lewat dan

Walikota tidak memberikan suatu keputusan, kebengaag diajukan dianggap
dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajibrilbesi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.
Walikota dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejateriinanya permohonan
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimagadd Ayat (1), harus
memberi keputusan.



(2)

3)

(4)

(5)

1)

(2)

(1)
(2)

(1)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayattelah dilampaui
dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, pkaman pengembalian
kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRIHaBus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusiinhya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada AYapt langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uteetgbusi tersebut.
Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana slimakada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tigalah sejak diterbitkannya
SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retridigkukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan atab jasa sebesar 2 %
(dua persen) sebulan atas kelambatan pembayasdritaet retribusi.

Pasal 19
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ustriiajukan secara
tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangmgrayebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
b. Masa retribusi ;
c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
d. Alasan yang singkat dan jelas.
Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiripos tercatat merupakan
bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 20
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan denganerbitkan surat perintah
membayar kelebihan retribusi.
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitiamgklengan utang retribusi
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayae(bayaran dilakukan
dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahanukiga berlaku sebagai
bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS

Pasal 21

Walikota dapat memberikan pengurangan,
retribusi.

keringanan g@gembebasan

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

@)

(4)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan darbgbasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkanWlaikota.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan retribusi dapat kemiah setelah melampaui
jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenmgiga retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidanadahing retribusi.
Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada Aipt dapat
ditangguhkan apabila :
a. Diterbitkan surat teguran atau ;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribogik langsung maupun

tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanrsghingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling Genam) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retriliesitang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat @lalagelanggaran.
BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan &tadak pidana dapat pula
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPN8i) lingkungan
Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetagsaaisdengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyatiglah :



(5)

. Memeriksa buku-buku,

. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliterkegan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidarigbRsi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mmaigerang pribadi

atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yatakuldin
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

. Meminta keterangan dan barang bukti dari orangagrib atau

badan hukum sehubungan dengan tindak pidana didigdribusi daerah ;

catatan-catatan dan dokumé&orden lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retritbasiah ;

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barakiy pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakpdayitaan terhadap
barang bukti tersebut ;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanagms penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang ggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlgngsumn memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sgbaga dimaksud pada
huruf e ;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindanpidetribusi daerah ;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dauerittisa sebagai
tersangka atau saksi ;

Menghentikan penyidikan ;

. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapsmyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yéagat dipertanggung
jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mdéaingkan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan

kepada penuntut umum
pemgratedangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daemahsepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengatuRs Walikota.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sdgdkntuan yang mengatur
tentang Retribusi Pasar yang bertentangan dengatuRen Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildéingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagngan Peraturan Daerah
ini, dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahBai-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

WALIKOTA BAU-BAU,
ttd
MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

Plt. SEKRETARISDAERAH KOTA
BAU-BAU,

L.M.ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2007 NOMOR 5



